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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur dan atas limpahan rahmat dan
hidayah Tuhan Yang Maha Esa, "Naskah Rancangan Induk Penataan
Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan
Negara 2015-2039" telah dapat diselesaikan penyusunannya. Naskah
Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen
Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039 ini masih bersifat sementara,
untuk selanjutnya akan dituangkan dalam perturan perundang-
undangan. Dan, selanjutnya akan menjadi acuan bagi Kemenetrian
Pertahanan dan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan serta
pemerintah daerah dalam menata sumber daya alam dan buatan sebagai
logistik wilayah dan cadangan materiil strategis komponen pendukung
pertahanan negara yang secara langsung dan tidak langsung dapat
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI) dan
komponen cadangan..

Penyusunan naskah Rancangan Induk Penataan Sumber Daya
Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039
ini, dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya hasil penataan sumber
daya alam dan buatan yang akan ditransformasikan menjadi logistik
wilayah dan cadangan materiil strategis komponen pendukung
pertahanan negara. Hasil penataan yang belum maksimal tersebut
dikarenakan belum adanya koordinasi dan sinkronisasi dan sinergitas
kebijakan antara Kementerian Pertahanan dengan
kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah selaku
pengemban fungsi pengelelola sumber daya alam dan buatan
dalam pendayagunaan sumber daya alam dan buatan, untuk
kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan.

Atas dasar pertimbangan hal tersebut di atas, maka disusunlah
naskah Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan
Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039 ini, sebagai
dokumen perencanaan penataan jangka panjang untuk masa 25 tahun ke
depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2015 hingga tahun
2039.



Semoga Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan
Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039 ini dapat
dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menata
sumber daya alam dan buatan komponen pendukung pertahanan negara,
dalam rangka mendukung pembangunan sistem pertahanan negara yang
bersifat semesta.

Jakarta, Desember 2016




BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

DAFTAR ISI

HAL
PENGANTAR i, [
PENDAHULUAN 1-8
1. Latar Belakang e 1
2. Landasan ... 2
3. Maksud dan Tujuan . 3
4. PONSID-PANSID: siscianiisiiammsiimiiismmimis Bl
o TARKINUL: ssmimiiiisimiabesmamin 5
6: Pengertian | aacssaanasiamineiiinis 5

KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN,

SERTA ISU STRATEGIS 9-22
7. Kondisi UMUM o eeevereseesssaessesssnenes 9

8. Potensi dan Permasalahan .. 10

9. Isu-isU Strategis ... 22
VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN 23-33
TO. VISI oo eeeessessssessesssessrssesesssssssssssesssssesssssesesssssssans 23

1 B [ T 23
12. Arah Kebijakan ... 26

TAHAPAN PENATAAN 2015-2039 DAN

KERANGKA KERJA 34-42
13. Sasaran Lima Tahun Pertama 2015-2019 ........... 34
14. Sasaran Lima Tahun Kedua 2020-2024 .......... 35
15. Sasaran Lima Tahun Ketiga 2025-2029 ... 37
16. Sasaran Lima Tahun Keempat 2030-2034........... 38
17. Sasaran Lima Tahun Kelima 2035-2039 ............ 39
18. Kerangka Kerja Pelaksanaan ... 40



BABV STRATEGI PELAKSANAAN PENATAAN
SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN GUNA
MEWUJUDKAN LOGISTIK WILAYAH DAN

CADANGAN MATERIIL STRATEGIS 43-53
19. Strategi Pelaksanaan ... 43
20. Prosedur Pembinaan ... 46

21. Pengelolaan Penerapan Strategi Penataan
Logistik Wilayah dan

Cadangan Materiil Strategis ~ ..oovcievcccnns 48
22. Strategi Implementasi Penataan
dan Pembinaan .. 49
BAB VI ROADMAP LIMA TAHUN PERTAMA 2015-2019 54-68

23. Sumber Daya Alam Menjadi Basis

dalam Pembangunan ... 54
24. Alur Perumusan Arah Kebijakan Penataan

Logistik Wilayah dan Cadangan Materiil

Strategis 2015-2019 .o 62
25. Sasaran Pokok 2015-2019 .....cumsssissiniomssrssssss 62
BAB VII PENUTUP 69-70
26. Kandungan Rancangan Induk ..., 69
27. Rancangan Induk sebagai Pedoman ... 69
28. Penataan LOGiStiK .......crerermeernreennssssasssseeennenns 69
29, KeBEIMASIAN: el 69

- Lampiran 1: Tabel Matriks Potensi Sumber Daya Alam dan
Buatan Dan Cadangan Materiil Strategis
Komponen Pendukung Pertahanan Negara ....... 71-79

- Lampiran 2: Matrik Target Rancangan Induk Penataan Sumber
Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung

Pertahanan Negara 2015 -2019 ...mcevinnnns 80-88
- Lampiran 3: - Kawasan Pertahanan Nusantara ... 89
- Kompartemen Starategi Wilayah Darat  ........... 90
- Rencana Penggelaran Pangkalan dan Kekuatan
MAHAIE N e ey 91

iv



- Palagan Pelibatan Kekuatan Udara ................
- Rencana Pelibatan (Darat — Laut — Udara) .........
- Peta SDA, Obyek fital, ALKI, Daerah rawan ........

- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015....

- Peta Ketersediaan Pangan  .....ccvcnieninnn.
- AKSEBSLISEHK cuicsiimsemanimsii
- Akses Jalan s
- Potensi Sumberdaya Pangan (SDP) Nasional.......
- Sumberdaya Pangan (Sumber Karbohidrat)
INAONIESIAY oo i S SRS
- Sumberdaya Peternakan Indonesia  .................
- Komoditas Perkebunan Indonesia ...
- Cadangan Serta Produksi Minyak dan Gas
BUMI INAONGSIA st
- Regionalisasi Fasilitas Penyimpanan BBM ...........
- Fasilitas Penyimpanan Depo LPG (Inland) ...........
- Sumberdaya dan Cadangan Mineral ...
- Kondisi Sumberdaya dan Cadangan Mineral
LOgam INAONESIA -
- Kondisi Sumberdaya dan Cadangan Mineral
SHALEGIS INUONESIA .. wiviiinmmmaiismssmiorsing
- Sumberdaya dan cadangan Batubara ...
- Kondisi Sumberdaya dan Cadangan Batubara
INAONESIA oo sses

105



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara ~mengamanatkan bahwa
pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan
dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan
negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga
negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta
dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan
secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap
bangsa dari segala ancaman.

b.  Sistem pertahanan Negara dalam menghadapai ancaman
militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai
komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan
dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi
ancamanan nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di
luar bidang pertahanaan sebagai unsur utama, sesuai dengan
bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh
unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

c. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang
dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan
kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya
alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional
yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan
kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen
cadangan.

d. Dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta,
wilayah negara terbagi menjadi beberapa wilayah pertahanan
negara, baik wilayah pertahanan darat, wilayah pertahanan laut
dan wilayah pertahanan udara. Untuk wilayah pertahanan darat
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dikenal istilah daerah kompartemen strategis, merupakan
wilayah pertahanan darat yang mampu mengadakan
perlawanan secara mandiri. Mandiri dalam arti kekuatan
bersenjatanya maupun dukungan logistik dan cadangan
materiil strategisnya. Sumber utama logistik wilayah adalah
sumber daya alam dan buatan, baik yang masih bersifat potensi
maupun yang siap pakai atau siap untuk digunakan. Sumber
daya alam dan buatan merupakan unsur komponen pendukung
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
meningkatkan kekuatan kekuatan dan kemampuan komponen
utama dan komponen cadangan. Guna mempersiapkan sumber
daya alam dan buatan sebagai komponen pendukung
memerlukan penataan dan pembinaan, sehingga dapat
dimanfaatkan bagi untuk kepentingan kesejahteraan dimasa
damai dan untuk kepentingan pertahanan dimasa perang.
Penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan guna
penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis
harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

Mengingat penyiapan penataan sumber daya alam dan buatan
untuk pertahanan negara memerlukan waktu jangka panjang
dan melibatkan lintas sektoral, maka perlu disusun Rancangan
Induk Penataan Sumber Daya Alam Komponen Pendukung
Pertahanan Negara. Rancangan Induk Penataan Sumber Daya
Alam  Komponen Pendukung Pertahanan Negara adalah
dokumen perencanaan penataan jangka panjang untuk masa 25
tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun
2015 hingga tahun 2039.

Landasan

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang
Penataan Wilayah Pertahanan.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak
Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun
2015-2019.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Direktorat Komponen Pendukung Ditjen Pothan Kemhan
Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Sumber
Daya Alam Dan Sumber Daya Buatan Komponen Pendukung
Pertahanan Negara Tahun 2015.

3. Maksud dan Tujuan

a.

Maksud. Rancangan Induk penataan sumber daya alam dan
buatan komponen pendukung pertahanan negara
dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penataan
jangka panjang untuk masa 25 tahun ke depan yang dimulai
dari Tahun 2015 hingga Tahun 2039.

Tujuan. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam
penataan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan visi,
misi, dan arah kebijakan yang ditetapkan sehingga seluruh
upaya yang dilakukan oleh pelaku penataan dapat berjalan
secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu
dengan lainnya dalam satu pola pikir, pola sikap dan pola
tindak.
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Prinsip-Prinsip. Agar pelaksanaan penataan sumber daya alam dan
buatan yang akan dijadikan sebagai logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis berjalan sesuai dengan yang direncakanan, maka
perlu memperhatikan prinisip-prinsip sebagai berikut:

a.

Bersifat Semesta

Penataan sumber daya alam dan buatan dilaksanakan secara
total, terpadu dan berlanjut guna memenuhi kebutuhan
penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis
dalam mendukung pembangunan sistem pertahanan negara.

Bersinergi

Pelaksanaan penataan merupakan penyatuan langkah yang
bersatu padu dan bersinergi antara Kementerian Pertahanan
dengan kementerian/lembaga diluar bidang pertahanan
dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya,
yang berkontribusi pada upaya penataan sumber daya alam
dan buatan untuk penyiapan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis sampai pada kondisi yang diharapkan
guna meningkatkan upaya pertahanan negara.

Berkelanjutan

Pelaksanaan penataan sumber daya alam dan buatan untuk
logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis
diselenggarakan secara berkelanjutan atau
berkesinambungan, sebagai suatu proses yang tidak pernah
berakhir sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Bertahap

Penataan sumber daya alam dan buatan dilaksanakan secara
bertahap, mulai dari lima pulau besar hingga ke rangkaian
pulau-pulau kecil sehingga mencakup seluruh wilayah
negara.

Terukur

Pelaksanaan Penataan sumber daya alam dan buatan untuk
logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis berjalan
satu tahap menuju ke tahap berikutnya, didasarkan pada
hasil penilaian tertentu yang dirumuskan berdasarkan
indikator kinerja yang relevan dan tepat. Pengembangan
indikator kinerja mempertimbangkan kriteria :

1) Spesifik, terdefinisikan dengan jelas dan fokus
sehingga tidak menimbulkan multitafsir;
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2) Terukur, dapat diukur dengan skala penilaian tertentu
(kuantitas dan kualitas);

3) Dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan
metode yang sesuai, serta berada di dalam rentang
kendali dan kemampuan unit kerja dalam mencapai
target kinerja yang ditetapkan;

4) Berorientasi pada hasil, terkait secara logis dengan
program atau kegiatan yang diukur, tupoksi serta
realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi;

5) Terjadwal,  memperhitungkan rentang  waktu
pencapaian.

f. Teruji
Pelaksanaan penataan di setiap tahapan melalui monitoring
dan evaluasi berdasarkan parameter yang ada, melalui
rangkaian revisi penyempurnaan dari tahapan sebelumnya.
Demikian seterusnya sehingga terjadi proses
penyempurnaan di setiap tahapan.

Tata Urut

Rancangan Induk penataan sumber daya alam dan buatan
komponen pendukung pertahanan negara, disusun dalam tata urut
sebagai berikut :

BabI Pendahuluan

b. BabII Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan, Serta Isu
Strategis

C. Bab Il Visi, Misi dan Arah Kebijakan

d. Bab IV Tahapan dan Kerangka Kerja Pelaksanaan

e. Bab V Strategi Pelaksanaan

f. Bab VI Roadmap Lima Tahun Pertama

g. Bab VII Penutup

Pengertian

a. Penataan sumber daya alam dan buatan adalah proses

kegiatan yang dimulai dari penyiapan dan penetapan
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sumber daya alam dan buatan bagi kepentingan pertahanan
negara. Proses penyiapan dimulai dari pendataan,
pemilahan, pemilihan. Sedangan proses penetapan dimulai
dari verifikasi dan sertifikasi.

Pembinaan sumber daya alam dan buatan adalah rangkaian
kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan,
pengorganisasian,  pelaksanaan, pengawasan  serta
pengendalian sumber daya alam dan buatan yang
dipersiapkan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis sebagai bagian dari komponen pendukung
pertahanan negara secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sumber daya alam adalah potensi yang terkadung di dalam
bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat
didayagunakan untuk kepentingan pertahanan.

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah
ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan
negara.

Logistik adalah bagian dari rantai pasok yang menangani
arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses
pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan
pelayanan pengantaran sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah,
waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara
aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal sampai dengan
titik tujuan

Logistik wilayah adalah logistik yang disiapkan di daerah
tertentu, bertumpu pada sumber daya alam yang berada di
wilayah tersebut dalam rangka mendukung operasi militer
yang berbentuk operasi perlawanan wilayah.

Cadangan materiil strategis adalah bahan dan atau hasil
pertambangan dan alat peralatan industri untuk mendukung
pertahanan negara.

Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai
patokan

Prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan
suatu aktivitas.

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau
penetapan sesuatu.
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Wilayah pertahanan negara yang selanjutnya disebut
wilayah pertahanan adalah suatu wilayah yang ditetapkan
untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
keutuhan bangsa dan negara.

Wilayah Pertahanan statis adalah wilayah yang ditetapkan
sebagai pangkalan TNI, daerah latihan militer, daerah uiji
coba dan peralatan dan persenjataan militer, daerah
penyimpanan barang-barang eksplosif dan berbahaya
lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan
berbahaya lainnya, kepentingan pertahanan udara, dan
obyek vital nasional yang bersifat strategis.

Wilayah Pertahanan dinamis adalah wilayah pertahanan yang
sifatnya tidak tetap/permanen pada kondisi damai,
mencakup daerah latihan militer, medan pertahanan
penyangga, dan medan pertahanan utama yang merupakan
mandala perang meliputi: daerah perlawanan, daerah
pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan
daerah pangkal perlawanan.

Kompartemen strategis merupakan komando kewilayahan
yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1) Mampu memberikan perlawanan secara teratur dan
terus menerus secara berdiri sendiri dengan
memanfaatkan ruang dan waktu secara kenyal.

2) Mempu menyelenggarakan pertahanan dalam
bentuk operasi angkatan tunggal maupun operasi
secara gabungan dan semesta di pulau-pulau besar
dan rangkaian kepulauan kecil dalam daerah
tanggungjawabnya.

3) Terdiri dari beberapa subkompartemen strategis
yang berperan sebagai daerah depan, daerah
komunikasi dan daerah belakang bagi kompartemen
strategis yang bersangkutan.

Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang
berperan dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan
negara.

Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang
telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilsasi guna
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memperbesar dan memperkuat kemampuan komponen
utama.

Komponen pendukung sumber daya nasional yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan
komponen utama dan komponen cadangan.

Pertahanan Negara adalah segala wusaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sistem pertahanan adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah,
sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini
oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu,
terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari
segala ancaman.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak
diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman

Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Cadangan pangan pemerintah provinsi adalah persediaan
pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah
persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh
pemerintah kabupaten/kota.

Cadangan pangan pemerintah desa adalah persediaan
pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat
pedagang, komunitas, dan rumah tangga
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BAB 2

KONDISI UMUM, POTENSI DAN
PERMASALAHAN, SERTA ISU STRATEGIS

7. Kondisi Umum

a.

Penataan sumber daya alam dan buatan sebagai komponen
pendukung pertahanan negara dipaparkan berdasarkan
dari hasil pencapaian program penataan dan pembinaan
sumber daya alam dan buatan yang dipengaruhi oleh
perkembangan lingkungan strategis, masukan dari
pemangku kepentingan, tantangan pembangunan, serta
kondisi bangsa.

Sumber daya alam dan buatan dalam konteks pertahanan
negara dipersiapkan sebagai logistik wilayah dan cadangan
materiil  strategis. Sumber daya alam dan  buatan
merupakan komoditas yang dapat digolongkan menurut
mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional,
diantaranya makanan, ternak hidup dan daging, bahan
bakar, logam dan produk perkebunan. Komoditas
merupakan penggerak utama logistik nasional. Dengan
kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas
strategis maupun komoditas ekspor, seharusnya akan
menjadikan Indonesia sebagai “supply side’ yang dapat
memasok dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang
dimiliki dan hasil industri olahannya, sekaligus menjadi pasar
yang besar atau demand side.

Faktanya kondisi logistik nasional di Indonesia dapat
dieksplorasi menjadi beberapa poin penting, diantaranya:

1) Komoditas penggerak utama (key commodity factor
belum terkoordinasi secara efektif, belum adanya
fokus komoditas yang ditetapkan sebagai komitmen
nasional dan belum optimalnya volume perdagangan
ekspor dan impor;

2) Infrastruktur transportasi nasional belum memadai
baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang antara
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3)

4)

5)

6)

lain karena belum adanya pelabuhan hub, intermodal
transportasi belum dikelola secara terintegrasi, efektif
dan efisien, serta dan belum terwujudnya
interkoneksi  antara  infrastruktur  pelabuhan,
pergudangan, transportasi dan wilayah Ainterland

Pelaku dan penyedia jasa logistik masih berdaya
saing rendah karena terbatasnya jaringan bisnis
pelaku dan penyedia jasa logistik lokal sehingga
pelaku multinasional lebih dominan dan terbatasnya
kualitas dan kemampuan Pelaku dan Penyedia Jasa
Logistik Nasional;

Teknologi Informasi dan Komunikasi belum didukung
oleh ketersediaan infrastruktur dan jaringan yang
handal, masih terbatasnya jangkauan jaringan
pelayanan nonseluler, dan masih terbiasanya
menggunakan sistem manual (paper based system)
dalam transaksi logistik;

SDM logistik masih memiliki kompetensi rendah yang
disertai oleh belum memadainya Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Logistik;

Regulasi dan kebijakan masih bersifat parsial dan
sektoral, yang disertai oleh masih rendahnya
penegakan hukum, belum efektifnya Koordinasi
Lintas Sektoral, dan belum adanya lembaga yang
menjadi integrator kegiatan logistik Nasional.

Potensi dan Permasalahan. Ditinjau dari aspek pertahanan negara,
potensi dan permasalahan penataan dan pembinaan sumber daya
alam dan buatan akan menjadi penting untuk diperhatikan, karena
dapat dijadikan input dalam menentukan arah dan strategi
kebijakan bagi Kementerian Pertahanan.

a. Logistik Wilayah

1)

Potensi

a) Pengertian. Istilah logistik mencakup banyak
aspek dan kegiatan yang sangat luas, mulai

dari: merencanakan apa-apa yang
dibutuhkannya, bagaimana cara
memperolehnya, menyimpannya,

memeliharanya  atau = mengawetkannya,
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mendistribusikannya kemudian
membuangnya bila memang rusak atau tidak
diperlukan lagi.

b) Sumber daya alam dan buatan sebagai
logistik  wilayah untuk kepentingan
pertahanan  dalam  penyelenggaraannya
memerlukan penetapan ukuran sebagai
dasar penilaian, antara lain :

(1) Perlu adanya optimalisasi dan
sinergitas pelaksanaan kebijakan serta
pendayagunaan sumber daya alam
untuk logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis antara Kementerian
Pertahanan dengan kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah.

(2) Sumber daya alam dan buatan yang
merupakan hasil produksi pemerintah,
masyarakat maupun pihak swasta
yang memiliki nilai ekonomis untuk
kesejahteraan masyarakat di masa
damai dan pemanfaatannya pada
masa perang, meliputi :

(a) produksi pertanian,
perkebunan, perikanan,
peternakan dan pertambangan

(b) produksi hasil industri pangan,
bahan kain, pakaian,
elektronika, kimia, alat
peralatan berat dan ringan,
dan lain sebagainya.

C) Hasil pertanian berupa bahan makanan
diharapkan dapat dikonsumsi sepanjang
tahun, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

(1) berapa produksi pangan dimasa
damai, baik jumlah dan jenisnya harus
dapat diketahui secara pasti.

(2) berapa banyak stok nasional yang
tersimpan sebagai cadangan diseluruh
wilayah Indonesia.
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2)

(3) usaha peningkatan bahan pangan
tidak hanya untuk makanan pokok
beras, jagung, dan sagu akan tetapi
dapat berbentuk ketela, ubi jalar,
kacang-kacangan dan lain-lain.

d) Tenaga manusia sebagai faktor produksi
dikembangkan dan dipersiapkan melalui
pengikutsertaan rakyat dalam mengelolaan
sumber daya alam dan buatan guna
meningkatkan perekonomian nasional
termasuk didalamnya untuk kepentingan

pertahanan.

e) Memiliki jaringan jalan pendistribusian di
setiap wilayah, mulai dari tempat produksi
sampai dengan tempat
penggudangan/penyimpanan dan titik
distribusi.

f) Memiliki instalasi logistik dan badan-badan

pengelola logistik yang tergelar diseluruh
wilayah dan disesuaikan dengan rencana
pertahanan ataupun rencana kontijensi
masing-masing wilayah.

Kemampuan. Kemampuan logistik wilayah meliputi :

a) Dukungan. Logistik wilayah harus dapat
mendukung  kebutuhan  pokok  untuk
kepentingan pertahanan negara pada saat
perang, sesuai kebutuhan, yaitu bekal kelas I
s.d Kelas V yang ditentukan.

1) Bahan makanan yang merupakan hasil
dari pertanian, perkebunan, kehutanan,
hortikultura, peternakan, perikanan dan
perindustrian sebagai objek logistik
wilayah untuk memenuhi kebutuhan

bekal kelas L.
2)  Hasil-hasil industri materiil berupa
perlengkapan perorangan dan

perlengkapan satuan sebagai objek
logistik  wilayah untuk  memenuhi
kebutuhan bekal kelas IL

Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Dan Buatan
Komponen Pendukung Pertahanan Negara

12



3)  Hasil industri pengolahan minyak dan
gas bumi berupa minyak tanah, bensin,
solar, Liquid Petroleum Gas (LPG) dan
pelumas sebagai objek logistik wilayah
untuk memenuhi kebutuhan bekal kelas

Il

4)  Hasil-hasil industri materiil berupa
senapan angin, tombak,
toolkit/peralatan ringan untuk

pertukangan dan perbengkelan, suku
cadang kendaraan, batu baterai dan
lain-lain sebagai objek logistik wilayah
untuk memenuhi kebutuhan bekal kelas
Iv.

5)  Hasil-hasil industri materiil berupa
amunisi/bahan peledak sebagai objek
logistik  wilayah untuk  memenuhi
kebutuhan bekal kelas V.

b) Pendayagunaan.

(1) Bahan industri yang bersifat strategis
untuk kepentingan perang, seperti bahan
pangan, bahan tambang, mineral, kapas,
karet, kulit, kelapa sawit dan lain-lain
dapat dikendalikan, dimanfaatkan dan
ditingkatkan kemampuannya.

(2) Energi yang bersumber dari wilayah
setempat dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan perang, seperti: tenaga air,
matahari, panas bumi, energi listrik dan
lain sebagainya.

c) Semua bahan logistik yang dihasilkan di
daerah, disimpan di  gudang-gudang
penyimpanan yang telah digelar di daerah
serta dapat didistribusikan sesuai dengan
perkiraan ancaman, yang didukung alat
transportasi guna mendistribusikan  bekal
ulang secara cepat dan tepat waktu, serta
tepat sasaran.
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d)

e)

Setiap wilayah harus mampu menyediakan
bahan logistik yang berasal dari wilayah itu
sendiri sesuai perkiraan yang dibutuhkan
untuk masyarakat di masa damai.

Sumber logistik wilayah terdiri dari : produk
hulu maupun hilir:

(1) Tanaman pangan, meliputi : padi,
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai,
kacang tanah dan kacang hijau, kayu.

(2) Tanaman hortikultura, meliputi
kentang, pisang, jeruk, dan jahe.

(3) Perkebunan, meliputi : kopi, teh,
kelapa, kelapa sawit, kakao, tembakau,
karet, cengkeh, tebu, kapas, dan lada.

4) Peternakan, meliputi: sapi, kerbau,
domba/ kambing, ayam

(5) Perikanan, meliputi :

(a) Perikanan budidaya mencakup:
ikan kolam, ikan sawah, ikan
keramba, ikan laut, perikanan
jaring dan ikan tambak.

(b) Perikanan tangkap mencakup:
perikanan laut dan perikanan
umum.

2) Permasalahan Logistik Wilayah

a)

b)

Belum optimal dan sinerginya pelaksanaan
kebijakan serta pemanfaatan sumber daya
alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis antara
Kementerian Pertahanan dengan
kementerian/lembaga terkait dan pemerintah
daerah.

Belum optimalnya penataan dan pembinaan
sumber daya alam dan buatan sebagai
logistik wilayah, yang bersumber dari hasil
produksi pemerintah, masyarakat maupun
pihak swasta.
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d)

Belum ada alokasi khusus dari pemerintah
daerah untuk mendukung logistik TNI dalam
rangka menghadapi perang/operasi militer.

Tenaga manusia sebagai faktor produksi
dikembangkan dengan mengadakan
penyiapan terhadap keikutsertaan rakyat
dalam mengelola sumber daya dan kekayaan
alam guna meningkatkan perekonomian
nasional  termasuk  didalamnya  untuk
kepentingan pertahanan. Terkait dengan
penyiapan logistik wilayah untuk pertahanan
negara belum melibatkan tenaga manusia
secara maksimal dan terencana.

Jaringan jalan pendistribusian di wilayah
mulai dari tempat produksi sampai dengan
tempat penggudangan atau penyimpanan
dan titik distribusi belum direncanakan secara
maksimal.

Instalasi logistik dan badan-badan pengelola
logistik yang tergelar diseluruh wilayah belum
disesuaikan dengan rencana pertahanan
ataupun rencana kontijensi masing-masing
wilayah.

Cadangan Materiil Startegis
1) Potensi

a)

b)

Materiil dikatakan bernilai strategis karena
fungsi dari materiil tersebut  memenuhi
kebutuhan negara, baik untuk kesejahteraan
(memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi)
maupun pertahanan negara. Indikasi strategis,
akan semakin nampak apabila terjadi
kelangkaan terhadap materiil tersebut maka
akan mempengaruhi stabilitas nasional serta
berpengaruh terhadap kebijakan operasional
pertahanan Negara. Contoh: bahan bakar
minyak, bahan mineral strategis, bahan
tambang, dan lain-lain.

Sedangkan cadangan materiil strategis
terkandung makna bahwa materiil tersebut
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harus ada secara nyata dengan jumlah sesuai
dengan ketentuan. Disamping itu materiil
tersebut harus tersedia terkait dengan
kesiapan operasional, dengan demikian
materiil tersebut harus disiapkan pada suatu
tempat tertentu yang suatu waktu siap
digunakan. Kriteria cadangan memiliki
kriteria, sebagai berikut :

(1) memiliki  kemampuan  dukungan
efektif sesuai dengan  kondisi
geografis Indonesia

(2) mampu memberikan dukungan dalam
jumlah  yang diperlukan  oleh
komponen utama (TNI) dan
komponen cadangan pada operasi
militer perang maupun operasi militer
selain perang.

(3) kriteria minimal, cadangan materiil
strategis harus tersedia di lima pulau
besar dan rangkaian pulau-pulau kecil.

4) kriteria ideal, cadangan materiil
strategis harus dipersiapkan di setiap
wilayah  pertahanan, dengan
memperhatikan kondisi geografis dan
gelar kekuatan TNL Artinya persiapan
ini terkait dengan faktor kecepatan,
ketepatan dan keamanan, dan
keamanan dukungan yang diberikan
kepada komponen utama (TNI) dan
komponen cadangan sesuai
pegelarannya.

@) Potensi sumber daya alam yang terindikasi
memiliki nilai strategis antara lain :

(1) Hasil Pertambangan
(a) Mineral logam. Terdiri dari :

I Mineral logam dasar,
mencakup: timbal,
tembaga, seng, timah
dan air raksa
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1.

Mineral logam mulia,
mencakup: emas, perak,
platina.

Mineral logam besi dan
paduan besi,
mencakup: besi sebagai
bahan  baku laras
senjata, baja, mangan
sebagai bahan paduan
alloy, kromit sebagai
bahan pelapis , kobal
sebagai bahan paduan,
titanium sebagai bahan
komposit plate
peralatan pertahanan,
molybdenum  sebagai
bahan paduan (alloy)
laras senjata SS-1, nikel
sebagai bahan paduan
(alloy) logam untuk
Alutsista, wolfram,
aluminium sebagai
bahan alat utama.

V. Mineral logam ringan
dan logam langka,
mencakup: bauksit
sebagai bahan baku
aluminium dan
monosit.

(b) Mineral Non Logam,
mencakup:

I bilumen cair

il. bilumen padat

ii. aspal

V. antrasit

V. uranium sebagai bahan
baku nuklir

Vi. Radium sebagai bahan

baku nuklir
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vii. Thorium sebagai bahan
baku nuklir

viii. Vanadium sebagai
bahan paduan

iX. Arsenit sebagai bahan
baku bidang
kesehatan

X% Antimoni
(c) Non mineral, mencakup:

I, Batubara cair sebagai
bahan bakar alternative
untuk alat utama dan
transportasi

il. Phospor sebagai bahan
baku bahan peledak

iii. Nitrogen sebagai
bahan baku bahan
peledak

iv. Sulfur sebagai bahan
reaksi (dissolving
agent) pembuatan

Nitroselulosa

(d) Hasil pengolahan minyak bumi,
mencakup:

i. Avtur sebagai bahan
bakar pesawat terbang

ih. Bensin sebagai bahan
bakar sarana
transportasi

iii. Solar sebagai sebagai
bahan bakar sarana
transportasi

iv. Minyak pelumas
sebagai bahan pelumas
mesin alat utama dan
transportasi
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(e) Hasil Pengolahan gas alam,

mencakup:
i. Gas bumi yang
dicairkan (Liquid

Natural Gas) sebagai
bahan bakar alternatif
untuk alat utama dan
transportasi

i, Gas Hidrokarbon yang
dicairkan (Liquid
Petrolium Gas) sebagai
bahan bakar alternatif
untuk alat utama dan
transportasi

iii. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam
penataan Minyak dan
Gas, antara lain :

- Hulu Migas
mencakup: cadangan
minyak bumi, cadangan
gas bumi, dan produksi
minyak dan gas bumi

- Hilir Migas:
pengolahan minyak
dan gas bumi yang
perlu diperhatikan
kilang minyak dan gas
bumi saat ini, serta
rencana pembangunan
kilang minyak.
Selanjutnya terkait
dengan penyimpanan
BBM, guna cadangan
operasional BBM dan
cadangan penyangga
energi (CPE),
mencakup: jenis CPE,
jumlah dan waktu CPE,
lokasi CPE, pengelola
CPE, serta Roadmap
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pentahapan
penyediaan CPE.

(2) Hasil Petro Kimia. Merupakan hasil
lanjutan dari pengolahan minyak dan
gas bumi yang dapat digunakan untuk
kepentingan pertahanan, mencakup:

i.  Nafta (Naptha)
ii. Benzena
iii.  Toluena
iv.  Ksilena ( Xy/ene)
v.  Propilena (propylene)
vi.  Methanol
vii.  Amoniak
viii.  Parasilena (Paraxylene)

ix. Asam Terefalat Murni (Purified
Terephtatic Acid)

d) Alat  Peralatan Hasil Industri  Untuk
Pertahanan. Berupa beberapa komponen
peralatan (suku cadang) untuk mendukung
energi yang diperlukan bagi pertahanan,
mencakup :

(1) Alat Peralatan Energi yang
menggunakan Potensi Sumber Daya
Alam, berupa :

(a) Peralatan energi listrik tenaga
panas matahari

(b) Peralatan energi listrik tenaga
ombak

(c) Peralatan energi listrik tenaga
air terjun

(d) Peralatan energi listrik tenaga
mikro hidro

(e) Peralatan energi listrik tenaga
panas bumi
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2)

(f) Peralatan energi listrik tenaga
angin

(9) Peralatan energi listrik tenaga
batubara

(2) Alat peralatan yang berupa suku
cadang. Merupakan beberapa
komponen peralatan untuk
mendukung pertahanan, berupa :

(a) Peralatan Zeni

(b) Peralatan Komunikasi

() Peralatan Kesehatan

(d) Peralatan Kendaraan bermotor
(e) Peralatan Pesawat Terbang

() Peralatan Angkutan Air

(9) Peralatan senjata dan munisi

(h) Peralatan  Optik (kompas,
teropong dan lain-lain)

(i) Peralatan Topografi dan
Navigasi

Permasalahan Cadangan Materiil Strategis

a) Belum maksimalnya penyediaan materiil
strategis untuk kesiapan operasional TNI baik
operasi militer perang maupun operasi militer
selain  perang, komponen  cadangan,
komponen pendukung disetiap komando
wilayah pertahanan, yang memenuhi kriteria
kecepatan, ketepatan dan  keamanan
dukungan.

b) Belum terformulasikan secara rinci sumber
daya mineral strategis, serta upaya
pengelolaannya bagi kepentingan pertahanan

c) Belum maksimalnya kajian atau penelitian
tentang alat peralatan energi yang
menggunakan potensi sumber daya alam
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yang terbarukan bagi kepentingan
pertahanan Negara.

d) Belum maksimalnya upaya mengembangkan
energi  terbarukan  untuk  mendukung
pertahanan Negara.

Isu-isu Strategis

Belum terbangunnya komitmen antara kementerian dan
lembaga dalam penataan sumber daya alam dan buatan
sebagai dasar pembangunan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis yang dapat mendukung sistem
pertahanan negara;

Belum terstandarisasi penataan sumber daya alam dan
buatan sebagai dasar pembangunan logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis bagi kepentingan pertahanan
negara.

Belum tercapainya pencanangan program penataan sumber
daya alam dan buatan sebagai dasar pembangunan logistik
wilayah dan cadangan materiil strategis disemua
kementerian dan lembaga yang mendukung sistem
pertahanan negara.

Belum tersedianya kader yang berkualitas diseluruh lapisan
masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat
dalam penataan sumber daya alam dan buatan guna
membangun  logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis ;

Belum Terciptanya kemandirian masyarakat dalam penataan
sumber daya alam dan buatan guna pembangunan logistik
wilayah dan cadangan materiil strategis.

Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Dan Buatan
Komponen Pendukung Pertahanan Negara

22



10.

11.

Visi

BAB 3

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

“Tertatanya sumber daya alam dan buatan bagi pembangunan
logistik wilayah dan cadangan materiil strategis sebagai bagian
dari pembangunan sistem pertahanan semesta“.

a.

Tersedianya fasilitas logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis di setiap wilayah pertahanan.

1)

2)

Ketersediaan fasilitas logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis di setiap wilayah pertahanan sangat
penting untuk mendukung operasi perang maupun
kedaruratan.

Menurut Perpres No. 26 Tahun 2012, Logistik
didefinisikan sebagai bagian dari rantai pasok (supply
chain) yang menangani arus barang, informasi, dan
uang melalui proses pengadaan (procurement),
penyimpanan (warehousing), transportasi
(transportation), distribusi  (distribution), dan
pelayanan pengantaran pengantaran (delivery services)
sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat
yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan
efisien, mulai dari titik asal (point of origin) sampai
dengan titik tujuan (point of destination). Pada
dasarnya obyek logistik tidak terbatas pada logistik
barang, namun mencakup pula logistik penumpang,
logistik bencana, dan logistik militer (pertahanan
keamanan), sedangkan aktivitas pokok logistik meliputi
pengadaan, produksi, pergudangan, distribusi,
transportasi, dan pengantaran barang yang dilakukan
oleh setiap pelaku bisnis dan industri baik pada sektor
primer, sekunder maupun tersier dalam rangka
menunjang kegiatan operasionalnya.
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3). Logistik memerlukan penyusunan sistem logistik yang
ditujukan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan
efektfitas pergerakan barang, informasi, dan uang
mulai dari titik asal (point of origin) sampai dengan
titik tujuan (point of destination) sesuai dengan jenis,
kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dituju.

4)  Fasilitas logistik berupa perkantoran dan gudang untuk
menyimpan bahan-bahan logistik, maupun fasilitas
untuk menjamin kualitas bahan, seperti Fasilitas chiller
room, container chiller room, perlu disediakan untuk
menjamin kualitas produk-produk yang memerlukan
penyimpanan dalam suhu khusus dapat tetap terjaga
dengan baik.

Terbangunnya infrastruktur bagi jalur logistik ke wilayah
pertahanan statis dan dinamis di setiap wilayah pertahanan.
Dengan terbangunnya infrastruktur bagi jalur logistik ke
wilayah pertahanan statis dan dinamis di setiap wilayah
pertahanan akan memungkinkan pengiriman dukungan
logistik, baik berupa bahan pangan dan alat peralatan
pertahanan.

Tersedianya cadangan logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis yang memadai di setiap wilayah pertahanan.
Ketersediaan cadangan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis yang memadai di setiap wilayah
pertahanan, maka komponen utama, komponen cadangan
serta komponen pendukung sumber daya manusia akan
mampu mengadakan perlawanan dalam waktu lama.
Cadangan logistik wilayah dimungkinkan ketersediaannya
apabila:

1) Terjadi peningkatan produksi sumber daya alam dan
buatan yang dihasilkan pemerintah, masyarakat
maupun pihak swasta yang memiliki nilai ekonomis
untuk kesejahteraan masyarakat di masa damai dan
dapat dimanfaatkan pada masa perang, meliputi:

a) Produksi pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan dan pertambangan

b) Produksi hasil industri pangan, bahan kain,
pakaian, elektronika, kimia, alat peralatan
berat dan ringan, dan lain sebagainya.
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2)

3)

4)

5)

C) Hasil pertanian, peternakan dan perikanan
berupa bahan pangan diharapkan dapat
dikonsumsi  sepanjang tahun, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Berapa produksi bahan pangan
dimasa damai, hal ini harus dapat
diketahui secara pasti baik bahan
pangan pokok maupun bahan pangan
lainnya.

(2) Berapa stock bahan pangan nasional
yang tersimpan diseluruh wilayah
Indonesia.

(3) Usaha peningkatan bahan pangan
pokok tidak hanya untuk makanan
pokok beras, jagung, dan sagu akan
tetapi dapat berbentuk ketela, ubi
jalar, kacang-kacangan dan lain-lain.

Tenaga manusia sebagai  faktor  produksi
dikembangkan dan dipersiapkan melalui
pengikutsertaan rakyat dalam mengelolaan sumber
daya alam dan buatan guna meningkatkan
perekonomian nasional termasuk didalamnya untuk
kepentingan pertahanan.

Memiliki jaringan jalan pendistribusian di setiap
wilayah, mulai dari tempat produksi sampai dengan
tempat penggudangan/penyimpanan dan titik
distribusi.

Memiliki instalasi logistik dan badan-badan
pengelola logistik yang tergelar diseluruh wilayah
dan disesuaikan dengan rencana pertahanan ataupun
rencana kontijensi masing-masing wilayah.

Tersedianya alat peralatan sebagai hasil industri
untuk pertahanan, berupa komponen peralatan (suku
cadang) untuk mendukung energi yang diperlukan
bagi pertahanan, yang mencakup alat peralatan
energi yang menggunakan sumber daya alam dan
alat peralatan yang berupa suku cadang.
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12.

Arah Kebijakan

Tujuan. Kebijakan penataan sumber daya alam dan buatan
komponen pendukung diarahkan untuk mewujudkan logistik
wilayah dan cadangan materiil yang mampu mendukung
wilayah pertahanan statis dan dinamis melalui upaya
keterpaduan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan buatan secara terintegratif sehingga
bermanfaat bagi kepentingan nasional pada umumnya dan
kepentingan pertahanan negara pada khususnya, yang
diharapkan adanya peningkatkan kekuatan dan kemampuan
komponen utama dan komponen cadangan. Indikator
bersifat dampak (/impac) dari tujuan yang akan dicapai
sebagai berikut:

1) Dalam hal penyiapan logistik wilayah

a) Tersedianya bahan-bahan logistik yang
berasal dari sumber daya alam dan sumber
daya buatan bagi komponen pertahanan

Negara.

b) Terselenggaranya sistem dukungan yang
berkesinambungan untuk kepentingan
pertahanan negara dan kesejahteraan
masyarakat.

C) Tersedianya logistik yang dibutuhkan bila
terjadi keadaan darurat atau keadaan perang.

2) Dalam hal penyiapan cadangan materiil strategis

a) Terwujudnya dukungan materiil strategis yang
efektif dan efisien disetiap komando wilayah
pertahanan bagi komponen utama dan
komponen cadangan dihadapkan kepada
kondisi geografis Indonesia

b) Tersedianya dukungan materiil strategis bagi
komponen utama dan komponen cadangan
jika  sewaktu-waktu dibutuhkan dalam
keadaan darurat atau keadaan perang
disetiap komando wilayah pertahanan.
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b. Sasaran

strategis. Sasaran yang akan dicapai dalam

penataan sumber daya alam dan buatan ini adalah:

1) Terjaminnya  ketersediaan bahan-bahan logistik,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a)

b)

Terwujudnya  optimalisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan serta pendayagunaan
sumber daya alam untuk logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis antara
Kementerian Pertahanan dengan
kementerian/lembaga terkait dan pemerintah
daerah.

Terwujudnya peningkatkan produksi sumber
daya alam dan buatan yang dihasilkan
pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta
yang memiliki nilai ekonomis untuk
kesejahteraan masyarakat di masa damai dan
dapat dimanfaatkan pada masa perang,
meliputi:

(1) Produksi  pertanian,  perkebunan,
perikanan, peternakan dan
pertambangan

(2) Produksi hasil industri pangan, bahan
kain, pakain, elektronika, kimia, alat
peralatan berat dan ringan, dan lain
sebagainya.

(3) Hasil  pertanian berupa bahan
makanan diharapkan dapat
dikonsumsi sepanjang tahun, dengan
memperhatikan  hal-hal  sebagai
berikut:

(a) Harus dapat diketahui secara
pasti berapa hasil produksi
pangan suatu wilayah pada
masa damai.

(b) Harus dapat diketahui secara
pasti berapa stock nasional
yang tersimpan  diseluruh
wilayah Indonesia.
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2)

(c) Usaha peningkatan bahan
pangan pokok, berupa beras,
jagung, dan sagu, disamping
itu bahan pangan lainnya,
seperti  ketela, wubi jalar,
kacang-kacangan dan lain-lain.

@) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat
sebagai faktor produksi dalam mengelola
sumber daya alam dan buatan sebagai
logistik wilayah.

d) Terlaksananya peningkatan pembangunan
jaringan jalan pendistribusian di komando
wilayah pertahanan, mulai dari tempat
produksi sampai dengan tempat
penggudangan/ penyimpanan dan titik
distribusi.

e) Tertatanya instalasi logistik dan badan-badan
pengelola logistik yang tergelar diseluruh
wilayah dan disesuaikan dengan rencana
pertahanan ataupun rencana kontijensi
masing-masing wilayah.

Terjaminnya peningkatan kemampuan logistik
wilayah, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a) Terdukungnya kebutuhan pokok untuk
kepentingan pertahanan Negara pada saat
perang, sesuai bekal kebutuhan bekal kelas I
s.d Kelas V yang ditentukan

b) Terkelolanya bahan industri yang bersifat
strategis untuk kepentingan perang, seperti
bahan tambang, kapas, karet, kulit, kelapa
sawit dan lain-lain

@) Meningkatnya kemampuan pemanfaatan
energi yang berasal dari wilayah itu sendiri,
seperti : energi tenaga air, matahari, panas
bumi, dan lain sebagainya.

d) Tersedianya alat transportasi yang mampu
mendistribusikan bekal ulang yang dapat
diselenggarakan dengan cepat dan tepat
waktu, serta tepat sasaran.
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e) Tertatanya kembali gudang-gudang
penyimpanan bahan logistik yang tergelar di
setiap komando wilayah pertahanan.

3) Terjaminnya kesiapan operasional cadangan materiil
startegis, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a) Terwujudnya  peningkatan  kemampuan
dukungan efektif sesuai dengan kondisi
geografis Indonesia

b) Terjaminnya ketersediaan yang mampu
memberikan dukungan dalam jumlah yang
diperlukan oleh komponen utama (TNI) dan
komponen cadangan pada operasi militer
perang maupun operasi militer selain
perang.

) Terjaminnya ketersediaan cadangan materiil
strategis minimal di lima pulau besar dan
rangkaian pulau-pulau kecil.

d) Terjaminnya kesiapan cadangan materiil
strategis yang dipersiapkan di setiap wilayah
pertahanan, dengan memperhatikan kondisi
geografis dan gelar kekuatan TNI, faktor
kecepatan, ketepatan dan keamanan
dukungan yang diberikan kepada komponen
utama (TNI) dan komponen cadangan sesuai
pergelarannya.

C. Sasaran pokok 2015-2039. Sasaran pokok yang ingin
diwujudkan adalah sebagai berikut :

1) Terbangunnya komitmen disemua kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah dalam
membangun logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

a) Terwujudnya Kesepakatan Bersama (KB) dan
Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam penataan
sumber daya alam dan buatan untuk
kepentingan pertahanan negara dengan
kementerian/lembaga terkait, dan
pemerintah daerah.
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3)

4)

5)

b) Terlaksananya optimalisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan penataan sumber
daya alam dan buatan antara Kementerian
Pertahanan dengan kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah, agar dapat
didayagunakan untuk membangun logistik
wilayah dan cadangan materiil strategis.

Tersepakatinya mineral strategis yang mendukung
pembangunan alat utama sistem senjata (Alutsista)
dan advance technology, yang ditandai oleh hal-hal
sebagai berikut :

a) Ditemukannya dan disepakatinya mineral
strategis yang menjadi bahan dasar yang
mendukung pembuatan  Alutsista dan
advance technology.

b) Terbangunnya industri yang didukung
penguasaan tekhnologi yang berbasis mineral
strategis yang mendukung pembuatan
Alutsista dan advance technology.

Meningkatnya kemampuan aparatur komando
kewilayahan TNI dalam penyiapan logistik wiayah
dan cadangan materiil strategis, yang ditandai oleh
hal-hal sebagai berikut :

a) Meningkatnya jumlah aparatur komando
kewilayahan TNI yang mampu memberikan
supervisi kepada masyarakat dalam

penyiapan logistik wiayah dan cadangan
materiil strategis.

b) Meningkatnya jumlah aparatur komando
kewilayahan TNI yang mampu memberikan
sosialisasi dan bimbingan teknis kepada
aparatur pemerintah daerah maupun
Kementerian/Lembaga di daerah dalam
penyiapan logistik wiayah dan cadangan
materiil strategis.

Meningkatnya  partisipasi masyarakat dalam
penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis untuk kepentingan kesejahteraan dan
pertahanan, yang ditandai oleh hal-hal sebagai
berikut:
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6)

7)

a) Meningkatnya produksi sumber daya alam
dan buatan yang dihasilkan pemerintah,
masyarakat maupun pihak swasta

b) Terpenuhinya kebutuhan pangan, obatan-
obatan yang bersumber dari sumber daya
alam dan buatan.

Tersedianya logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis di setiap komando kewilayahan, yang
ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

a) Tersediannya sentra-sentra produksi suku
cadang alat peralatan pertahanan

b) Tersediannya sentra-sentra produksi pangan,
pakaian dan obatan-obatan dan kebutuhan
logistik lainnya bagi masyarakat.

Terbangunnya infrastruktur dalam penyiapan fasilitas
logistik dan jalur pengiriman logistik wilayah dan
cadangan materiil startegis pada setiap wilayah
komando wilayah pertahanan.

a) Tersedianya fasilitas logistik

b) tersedianya jalur distribusi logistik wilayah
dan cadangan materiil strategis.

Strategi. Guna mewujudkan sasaran pokok, diperlukan
strategi sebagai berikut :

1)

2)

3)

Membangun kelembagaan yang dapat
mengintegrasikan seluruh  Kementerian/Lembaga
terkait dan Pemerintah Daerah dalam membangun
logistik wilayah dan cadangan materiil strategis
sebagai komponen pendukung pertahanan negara;

Menyusun standardisasi, norma, kriteria sumber
daya alam dan buatan untuk pembangunan logistik
wilayah dan cadangan materiil strategis sebagai
komponen pendukung pertahanan negara;

Membentuk kader yang berwawasan pertahanan
yang mendukung pembangunan dalam rangka
penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis komponen pendukung pertahanan negara
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sebagai bagian dari upaya membangun sistem
pertahanan negara yang bersifat semesta;

4 Meningkatkan kemampuan masyarakat guna
berpartisipasi dalam membangun logistik wilayah
dan cadangan materiil strategis sebagai komponen
pendukung pertahanan negara, dan

5) Melakukan supervisi dan pengawasan kepada
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah guna
menjamin ketersediaan infrastruktur yang berkaitan
dengan pembangunan fasilitas logistik dan
cadangan materiil strategis serta dukungan jalur
logistik yang terpantau melalui mekanisme K3I
(Komando, Komunikasi, Kendali, Informasi)

ALUR DESAIN PENATAAN SDAB KOMDUK HANNEG

SASARAN PROGRAM

ARAH SASARAN
VISI MISI POKOK STRATEGI DAN
.. KEBIJAKAN | STRATEGIS e KEGIATAN

Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Dan Buatan 32
Komponen Pendukung Pertahanan Negara



ARAH KEBIJAKAN PENATAAN SDA/B

ARAH KEBIJAKAN PENATAAN SDA/B ADALAH MEWUJUDKAN LOGISTIK
WILAYAH DAN CADMAISTRAT YANG MAMPU MENDUKUNG WILAYAH
PERTAHANAN STATIS DAN DINAMIS

DAMPAK : TERWUJUDNYA PENYIAPAN LOGISTIK WILAYAH DAN CADANGAN MATERIIL
STRATEGIS YANG TERPADU DAN BERSINERGI, MELALUI UPAYA KONSOLIDASI
KOORDINASI, SINERGI DAN INTEGRASI ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DAN PEMERINTAH DAERAH,

STRATEGI : DILAKSANAKAN MELAUIMEMBANGUN KELEMBAGAAN, NSPK,
PEMBENTUKAN KADER, PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT, SUPERVISIDAN
PENGAWASAN
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13.

BAB 4

TAHAPAN PENATAAN 2015 - 2039
DAN KERANGKA KERJA

Sasaran Lima Tahun Pertama 2015 - 2019. Sasaran pada lima
tahun pertama difokuskan pada penataan mencakup konsolidasi,
koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan penataan Sumber
Daya Alam dan Buatan di antara Kementerian, Lembaga Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Komponen bangsa lainnya, yang
diwujudkan dalam upaya pembentukan Sistem Manajemen terpadu
dan bersinergi, serta Pedoman Penataan sumber daya alam dan
buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis
yang komprehensif dan implementatif, yang menyatukan langkah
para pemangku kepentingan pelaksana Penataan Sumber Daya
Alam dan Buatan, dengan pokok kegiatan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/lembaga terkait dan
Pemerintah Daerah, yang mencakup: pendataan, penelitian
dan pengembangan sumber daya alam dan buatan yang
mendukung pertahanan Negara, pengembangan Norma
Standar Prosedur dan Kriteria sumber daya alam dan buatan,
penyediaan dan perbaikan fasilitas logistik wilayah dan jalur
logistik ke wilayah pertahanan statis (pangkalan, daerah
latihan, daerah peluncuran Alutsista)) mengevaluasi
kesesuaian antara tata ruang wilayah dan tata ruang wilayah
pertahanan, mengikut sertakan instansi vertikal Kementerian
Pertahanan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

b. Menyusun Roadmap 2015-2019

o Membangun Kelembagaan yang memungkinkan
terlaksananya koordinasi dan sinkroniasi program Penataan
sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan
cadangan materiil dan strategis Komponen Pendukung
Pertahanan Negara

d. Menyelenggarakan  Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Aparatur

Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Dan Buatan
Komponen Pendukung Pertahanan Negara

34



14.

kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam
rangka peningkatan kemampuan pemberdayaan wilayah
pertahanan guna penyiapan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis.

Melaksanakan pendataan yang mencakup : kebutuhan bekal
kelas I s.d kelas V satuan TNI di seluruh komando wilayah
pertahanan, sumber bekal dan jalur pembekalan dalam
pemenuhan tugas rutin dan tugas operasi, menganalsis
kebutuhan pangan dan upaya pemenuhannya disetiap
wilayah pertahanan, serta menganalisis  kontribusi
pemerintah  daerah dalam  memberikan  dukungan
pembangunan pertahanan yang menyangkut logistik wilayah
dan cadangan materiil strategis mulai dari hulu hingga hilir.

Melaksanakan pengkajian/penelitian dan pengembangan
terkait dengan sumber daya alam dan cadangan materiil
strategis yang dibutuhkan bagi pertahanan negara.

Peningkatan kapasitas melalui Pemberdayaan Masyarakat
dalam rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis minimal 1 desa/kelurahan 1 kader,
dengan target 16.247desa/kelurahan.

Memaksimalkan fungsi organisasi masyarakat, organisasi
pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam
pemberdayaan wilayah pertahanan di seluruh Indonesia,
dengan memanfaatkan forum bela negara atau forum lain
yang dibina oleh kementerian/lembaga bersama pemerintah
daerah, untuk berpartisipasi dalam pembangunan logistik
wilayah dan cadangan materiil strategis, guna membantu
proses penataan.

Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan
logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap
wilayah pertahanan, yang siap digerakkan pada saat
kegawatdaruratan dan keadaan perang.

Membangun, mendata, mengevaluasi infrastruktur fasilitas
logistik dan jalur logistik pada wilayah pertahanan statis dan
dinamis.

Sasaran Lima Tahun kedua 2020 - 2024. Sasaran pada lima
tahun kedua difokuskan pada penganalisaan dan pengevaluasian
hasil pengkajian/penelitian dan pengembangan terkait sumber daya
alam dan cadangan materiil strategis melalui upaya konsolidasi,
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koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan Penataan dan
Pembinaan sumber daya alam dan buatan di antara
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan Komponen
bangsa lainnya, yang belum tertata pada tahap sebelumnya, dengan
pokok kegiatan sebagai berikut :

a. Mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan Penataan
terpadu tahap 1.

b. Menyusun Roadmap 2020-2024.

C. Melaksanakan pendataan yang mencakup: kebutuhan bekal
kelas I s.d kelas V satuan TNI di seluruh wilayah pertahanan,
sumber bekal dan jalur pembekalan dalam pemenuhan
tugas rutin dan tugas operasi, menganalsis kebutuhan
pangan dan wupaya pemenuhannya disetiap wilayah
pertahanan, serta  menganalisis kontribusi pemerintah
daerah dalam memberikan dukungan pembangunan
pertahanan yang menyangkut logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis mulai dari hulu hingga hilir.

d. Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) bagi
peningkatan kemampuan pemberdayaan  wilayah
pertahanan bagi aparatur  kementerian/lembaga, dan
pemerintah daerah terkait dengan penyiapan logistik
wilayah dan cadangan materiil strategis.

e. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengkajian/penelitian
dan pengembangan terkait dengan sumber daya alam dan
buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis yang dibutuhkan bagi pertahanan negara

f. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam
rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target
16.247 desa/kelurahan.

g. Memaksimalkan fungsi organisasi masyarakat, organisasi
pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam
pemberdayaan wilayah pertahanan di seluruh Indonesia.

h. Melaksanakan inovasi penyebarluasan pemberdayaan
wilayah pertahanan melalui berbagai media

i. Melakukan kebijakan pemberian insentif bagi penggiat
pemberdayaan wilayah pertahanan.
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15.

J Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan
logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap
komando wilayah pertahanan, yang siap digerakan pada
saat kegawatdaruratan dan keadaan perang, melalui gladi
posko dan gladi lapang.

k. Membangun, mendata, mengevaluasi infrastruktur fasilitas
logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah
pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme
komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I) .

Sasaran Lima Tahun ketiga 2025 - 2029. Sasaran pada lima
tahun ketiga difokuskan pada membuat arah kebijakan
pemanfaatan sumber daya alam dan cadangan strategis untuk
pertahanan negara dengan kementeran/lembaga terkait dan
pemerintah daerah terhadap hasil dan evaluasi pengkajian/
penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan buatan dan
cadangan materiil strategis disertai penerapan prinsip konservasi
melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi
pelaksanaan penataan sumber daya alam dan buatan di antara
kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, dan
komponen bangsa lainnya, yang telah tertata namun belum
sempurna dan perlu dimantapkan, dengan pokok kegiatan sebagai
berikut:

a. Mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan Penataan
SDA/B terpadu tahap 2.

b. Menyusun Roadmap 2025-2029

C. Menyelenggarakan Sosialisasi, Bimnis serta pendidikan dan
Pelatihan SDM bagi peningkatan kemampuan

pemberdayaan  wilayah  Pertahanan bagi aparatur
kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah
dengan penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis.

d. Membuat arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam
dan cadangan materiil strategis untuk pertahanan negara
dengan kementerian/lembaga terkait terhadap hasil dan
evaluasi pengkajian/penelitian dan pengembangan sumber
daya alam dan buatan dan cadangan materiil strategis
disertai penerapan prinsip konservasi.

e. Memantapkan peran kader pemberdayaan wilayah
pertahanan sebagai change of agent yang menyebar
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16.

luaskan pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan,
melalui kegiatan sosialisasi.

f. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dalam
rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target
16.247 desa/kelurahan.

g. Mengembangkan inovasi-inovasi penyebarluasan
pemberdayaan wilayah pertahanan melalui berbagai media.

h. Melakukan kebijakan pemberian insentif bagi penggiat
pemberdayaan wilayah pertahanan

I Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan
logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap
wilayah komando wilayah pertahanan, yang siap digerakan
pada saat kegawatdaruratan dan keadaan perang, melalui
pembentukan satgas perbantuan, serta gladi posko dan
gladi lapang.

J. Membangun, mendata, mengevaluasi infrastruktur fasilitas
logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah
pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme
komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I).

Sasaran lima tahun keempat (2030 - 2034). Sasaran pada lima
tahun keempat difokuskan pada memperkuat kebijakan
pemanfaatan sumber daya alam dan buatan yang dapat
dimanfaatkan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis untuk pertahanan negara dengan tetap menerapkan
prinsip konservasi melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi dan
integrasi pelaksanaan Penataan sumber daya alam dan buatan di
antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan
komponen bangsa lainnya, yang telah tertata diperkuat untuk
memperkokoh perwujudan logistik wilayah dan cadangan materiil
strategis di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi, temuan-temuan kendala serta solusinya, dan diperkuat
melalui inovasi-inovasi agar pelaksanaan Penataan sumber daya
alam dan buatan berdaya hasil optimal, dengan pokok kegiatan
sebagai berikut:

a. Mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan penataan
sumber daya alam dan buatan terpadu tahap 3

b. Menyusun Roadmap 2030-2034.
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¢ Memperkuat kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan
buatan dan cadangan materiil strategis untuk pertahanan
Negara dengan tetap menerapkan prinsip konservasi.

d. Memperkuat peran kader pemberdayaan wilayah pertahanan
sebagai 'agent of  change’ yang menyebarluaskan
pemberdayaan wilayah pertahanan.

e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target 16.247
desa/kelurahan.

3 Memantapkan peran satgas bela negara perbantuan logistik
wilayah dan cadangan, materiil strategis sesuai lingkup
bidangnya di dalam mengatasi situasi kedaruratan, melalui
gladi posko dan gladi lapang menghadapi kedaruratan dan
keadaan perang.

g. Memelihara dan mengembangkan peran organisasi
masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa
lainnya di dalam mengimplementasikan pemberdayaan
wilayah pertahanan sesuai kompetensi dalam setiap kondisi.

h. Menyiapkan keterlibatan secara aktif peran masyarakat
dalam fungsi pemberdayaan wilayah di setiap kondisi, baik
dimasa damai maupun dimasa perang di setiap komando
wilayah pertahanan.

I, Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan
logistik wilayah dan cadangan materiil startegis di setiap
komando wilayah pertahanan.

J. Memelihara dan mengembangkan infrastruktur fasilitas

logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah
pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme
komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I).

Sasaran lima tahun kelima (2035-2039). Sasaran pada lima
tahun kelima difokuskan pada pengayaan/pengembangan upaya
konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan Penataan
sumber daya alam dan buatan di antara kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya, yang menjamin
kesinambungan penataan sumber daya alam dan buatan komponen
pendukung pertahanan negara, dengan pokok kegiatan sebagai
berikut:
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a. Mengevaluasi dan Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan

Terpadu tahap 4.
b. Menyusun Roadmap 2035-2039.
C Melaksanakan pengkajian/penelitian dan pengembangan

terkait dengan sumber daya alam dan cadangan materiil
strategis yang dibutuhkan bagi pertahanan negara.

d. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target 16.247
desa/kelurahan.

e. Mengembangkan peran seluruh potensi bangsa dalam
mendukung fungsi penyiapan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis dalam setiap kondisi damai maupun
perang.

Tahap 5
Tahap 4 (2035-2039)

Talmp 2 Tahap E . (2030-2034) PENGEMANGAN
(2020-2024) (2025-2029) PENGUATAN

LANJUTAN

Tahap 1

(2015-2019)
PENATAAN

Gambar Tahapan Penataan SDA/B Komponen Pendukung Pertahanan Negara

18. Kerangka Kerja Pelaksanaan

a. Indikator Dampak (impacf). Terwujudnya pelaksanaan
penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis
yang terpadu dan bersinergi, melalui upaya konsolidasi,
koordinasi, sinergi dan integrasi antara Kementerian
Pertahanan dengan kementerian/lembaga terkait dan
pemerintah daerah.
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b.

Indikator Hasil (outcome) pelaksanaan

1).

2)

Terwujudnya Sistem Penataan logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis yang solid dan teruji,
yang didukung oleh keterpaduan dan sinergi dari
unsur-unsur :

a)

b)

Penerbitan perangkat kebijakan tentang
Penataan sumber daya alam dan buatan
untuk logistik wilayah dan cadangan materiil
dan strategis yang terpadu di antara
kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah.

Terbangunnya jaringan koordinasi dalam
penataan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis antar kementerian/lembaga,
pemerintah daerah dan Ormas dalam

membentuk komponen pendukung
pertahanan negara.
Tersedianya sumber daya manusia

pemberdayaan wilayah yang mendukung
proses penataan dan pembinaan SDA/B
melalui:

(1) pembentukan kader pemberdayaan
wilayah pertahanan yang dididik dan
dilatih sehingga mampu berperan
sebagai agent of change dalam
menata dan membina sumber daya
alam dan buatan untuk logistik
wilayah dan cadangan materiil dan
strategis sebagai logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis setiap
provinsi/kabupaten/kota di seluruh
Indonesia.

(2) Proses pembentukan kader
pemberdayaan wilayah pertahanan
melibatkan organisasi masyarakat,
organisasi pemuda, serta komponen
bangsa lainnya di seluruh Indonesia.

Terbangunnya infrastruktur berupa fasilitas logistik
dan jalur logistik yang ke wilayah pertahanan statis
dan dinamis, dimana perencanaan dan pelaksanaan
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saling mendukung dan saling melengkapi atau
bersinergi di antara Kementerian, Lembaga
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan komponen
bangsa lainnya yang mampu memberi dukungan
pada wilayah pertahanan statis dan dinamis.

Indikator Keluaran (outpu?) yang merupakan keluaran dari
pelaksanaan berbagai kegiatan penataan logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis , dan indikator proses, serta
indikator Input pelaksananaan penataan logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis, di jabarkan oleh masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah terkait serta, pemerintah
daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing kementerian/lembaga yang bersangkutan.
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19.

BAB 5

STRATEGI PELAKSANAAN
PENATAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN

GUNA MEWUJUDKAN LOGISTIK WILAYAH DAN
CADANGAN MATERIIL STRATEGIS

Strategi Pelaksanaan. Strategi pelaksanaan Penataan sumber
daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil
dan strategis dilaksanakan di setiap tingkat, mendasarkan
kategorisasi ruang lingkup Rancangan Induk sumber daya alam dan
buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis
sebagai berikut :

a. Lingkup makro dan lingkup Meso merupakan pelaksanaan di
tataran nasional, sedangkan lingkup mikro merupakan
tingkat pelaksanaan di tataran kementerian, lembaga
pemerintah, dan pemerintah daerah.

b. Pelaksanaan di lingkup Makro berkaitan dengan
penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya
pelaksanaan penataan penataan logistik wilayah dan
cadangan materiil strategis, yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:

1) Merumuskan kebijakan tentang Penataan sumber
daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik
wilayah dan cadangan materiil wilayah;

2) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria
terkait dengan penataan sumber daya alam dan
buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan
cadangan materiil wilayah.

C. Pelaksanaan di lingkup meso mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:

1) Menjalankan fungsi manajerial.

2) Menterjemahkan kebijakan makro.
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3) Mengkoordinir  (mendorong dan  mengawal)
pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis di tingkat kementerian, lembaga
pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan di lingkup Mikro berkaitan dengan
implementasi kebijakan program percepatan Penataan
sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan
cadangan materiil dan strategis, sebagaimana digariskan
melalui tingkat pusat menjadi bagian dari upaya percepatan
penataan di masing-masing kementerian, lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah, dengan rincian sebagai
berikut:

1) Sumber daya alam. Sumber daya alam yang
diarahkan untuk pertahanan Negara, yang berkaitan
dengan:

a) Eksplorasi bahan tambang (minyak, gas alam,
batubara, tembaga, dan uranium dibina oleh
Pemda dikoordinasikan dengan Kementerian
Pertambangan Energi dan Kementerian
Pertahanan.

b) Sumber daya alam yang berkaitan dengan
hutan, pertanian, air dibina oleh Pemerintah
Daerah dikoordinasikan dengan Kementerian
Pertanian, Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Pertahanan.

C) Energi dan sumber daya mineral dibina oleh
Kementerian ESDM berkoordinasi dengan
Kementerian Pertahanan.

2) Sumber daya buatan yang diarahkan untuk
pertahanan Negara yang berkaitan dengan :

a) Telekomuniaksi  dibina oleh  Pemerintah
Daerah  dan  dikoordinaiskan  dengan
Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Pertahanan.

b) Listrik dibina oleh Pemerintah Daerah
dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM
dan Kementerian Pertahanan.

C) Industri  materiil dibina oleh Pemerintah
Daerah dikoordinasikan dengan Kementerian
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3)

Perindustrian ~ yang  diarahkan  untuk
memenuhi kebutuhan logistik wilayah, seperti
peralatan konstruksi, peralatan kendaraan,
suku cadang, alat komunikasi, dan lain-lain.

d) Industri  bahan makanan dibina oleh
Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan
Kementerian Perindustrian, dan Kementerian
Pertahanan diarahkan untuk mencukupi
kebutuhan logistik wilayah.

e) Industri obat-obatan dibina oleh Pemerintah
Daerah di Koordinasikan dengan Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pertahanan yang
diarahkan untuk mencukupi kebutuhan
logistik wilayah.

Infrastruktur Logistik. Infrastruktur logistik mencakup
fasilitas logistik dan fasilitas jalur distribusi serta
sarana yang diarahkan untuk Pertahanan Negara
yang berkaitan dengan:

a) Pelabuhan Udara dibina oleh Pemerintah
Daerah, dikoordinasikan dengan Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.

b) Pelabuhan Laut dibina oleh Pemerintah
Daerah, dikoordinasikan dengan Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.

C) Galangan Kapal dibina oleh Pemerintah
Daerah, dikoordinasikan dengan Kementerian
Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Pertahanan.

d) Industri pangan, Industri farmasi, kosmetik
dan alat kesehatan, industry tekstil, kulit. Alas
kaki, dan aneka, Industri alat transportasi,
Industri  elektronika dan telematika/ICT,
Industri pembangkit energy, Industri barang
modal, komponen, bahan penolong, dan Jasa
Industri, Industri logam dasar dan bahan
galian bukan logam, Industri kimia dasar
berbasis migas dan batubara yang dibina oleh
Kementerian Perindustrian dikoordinasikan
dengan Kementerian Pertahanan, sedangkan
industri  strategis  pertahanan  dibina
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Kementerian Pertahanan dan dikoordinasikan
dengan Kementerian Perindustrian,
Kementerian BUMN.

e) Sarana Perhubungan (darat, laut dan udara)
dibina oleh Kementerian Perhubungan,
sedangkan di daerah oleh pemerintah daerah,
keduanya harus dikoordinasikan dengan
Kementerian Pertahanan.

f) Jalan-jalan dibina oleh Kementerian
Perhubungan dan pemerintah daerah dan
dikoordinasikan dengan Kementerian
Pertahanan.

) Sarana bengkel, komunikasi, angkutan dibina

oleh pemerintah daerah dan dikoordinasikan
dengan instansi terkait dan Kementerian
Pertahanan.

h) Sistem pergudangan perlu ditata, karena
gudang merupakan suatu fasilitas yang
berfungsi sebagai penyaluran bahan logistik
sampai kepada pemanfaatan.

20. Prosedur Pembinaan. Dalam melaksanaan penataan sumber daya
alam dan buatan memerlukan proses pembinaan, sebagai berikut :

a.

b.

Subjek.

1

2)

Objek
1)

Subjek Pembina adalah penanggung jawab
pembinaan, yaitu Kementerian Pertahanan di tingkat
pusat dan pelaksana tugas dan fungsi kementerian
pertahanan di daerah pada tingkat daerah.

Secara  teknis  pembinaan  dilakukan  oleh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
dimana sumber daya alam dan buatan tersebut
berada.

Personel. Objek personel dalam pembinaan sumber
daya alam dan buatan adalah orang yang mengelola
sumber daya alam dan buatan, dengan rincian
sebagai berikut :
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2)

a) Tingkat Pusat. Objek pembinaannya adalah
personel yang berada di kementerian/
lembaga yang berhubungan dengan
pembuatan kebijakan

b) Tingkat Daerah. Objek pembinaannya adalah
personel pemerintah daerah yang bertugas
mengelola sumber daya alam dan buatan
yang ada di daerahnya.

Sumber daya alam dan buatan. Objek pembinaan
adalah sumber daya alam dan buatan yang telah
ditetapkan sebagai komponen pendukung
pertahanan, melalui proses pendataan, pemilahan
sesuai dengan standardisasi.

Metode. Untuk tercapainya upaya pembinaan pada subjek
dan objek, metode yang digunakan adalah :

1)

2)

3)

Koordinasi. Koordinasi antar kementerian/lembaga
terkait serta pemerintah daerah amat penting di
dalam proses pembinaan sumber daya alam dan
buatan yang diarahkan untuk kepentingan
pertahanan negara. Koordinasi dilakukan melalui
berbagai bentuk, antara lain: rapat koordinasi,
Keputusan Bersama (KB), Perjanjian Kerjasama (PKS)
dan lain-lain.

Sosialisasi. Sosialisasi tentang sumber daya alam dan
buatan sebagai komponen pendukung pertahanan
Negara ditujukan kepada semua personel pembina
yang berada di kementerian/lembaga, dan
pemerintah daerah serta masyarakat, melalui
kegiatan seminar, ceramah dan diskusi..

Fasilitasi. Fasilitasi yang diberikan dapat berupa
insentif dan penyediaan perangkat lunak, dan
perangkat keras kepada personel pengelola sumber
daya alam dan buatan yang telah ditetapkan sebagai
komponen pendukung pertahanan negara. Insentif
yang diberikan dapat berupa pajak, kemudahan
dalam import atau kemudahan dalam berusaha guna
mendorong industri yang berbasis mineral. Dalam hal
pemberian  fasilitas yang bukan wewenang
kementerian pertahanan akan dikoordinasikan
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